
 

 

 

 

 NOTULA RAPAT   

HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG SISTEM 

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL 

 

Pada hari Kamis 30 Juli 2026, dalam rangka Harmonisasi Rancangan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional secara 

daring yang dihadiri oleh: 

A. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  

1. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik  

2. Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik  

3. Asisten Deputi Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi 

Digital Pemerintah 

4. Plt. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum 

5. Para Perancang Peraturan Perundang-Undangan 

6. Para Analis Hukum 

7. Para Analis Kebijakan 

B. Kementerian Hukum  

1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan 

2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II  

3. Para Perancang Peraturan Perundang-undangan 

C. Kementerian Dalam Negeri 

D. Ombudsman RI 

E.  

 

Adapun hasil rapat sebagai berikut : 

1. Mengingat hanya mencantumkan 1 peraturan yg akan dicabut tetapi pada 

penutup akan mencabut 3 peraturan? 

Disepakati agar ditambahkan permenpanrb tahun 2009 dan 

permenpanrb 2011 

2. Pasal 1 angka 8 apakah terkait penyimpangan perlu ditambahkan 

disepakti tambahan frasa “penyimbangan” setelah wewenang  

Pasal 1 Ayat 14, 15 dan 16 sepakat untuk dihapus  

3. ORI: saran Pasal 2 ayat huruf e majdi system peringatan dini, sumber data 

kebijakan, dan alat akuntabilitas penyelenggara negara dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik  

4. Pasal 4 Terkait pendaaan direposisi setelah materi integrasi 

5. Pasal 6 ayat 3 huruf e dan f dikaitkan dengan ketentuan di BAB VII 

(pengawasan, pembinaan dan pelaporan) apakah tidak redundant? 

Disepakati huruf e dan f dihapus dan direposisi ke dalam bab VII 

6. Pasal 6 kententuan ayat 4-ayat 8 agar konfirmasih ke K/L 



 

 

 

Nomenklatur kemendagri penyesuaian agar tidak menggunakan frasa “di 

bidang” 

Nomenklatur ombudsman tidak perlu mencantukan “baik yang 

diselengagrakan dan seterusnya sampai pemerintahan dihapus” 

Ayat 7 konfrimasi ke KSP 

7. Bab V akan di reposisi 

8. Pasal 14 agar konsiten  

9. ORI: saran dan disepakti menjadi Pasal 16 ayat 2 huruf a “menghentikan 

penanganan Pengaduan secara sepihak tanpa alasan yang sah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 

10. Pasal 23 ayat 5 huruf f di hapus dan di reposisi menjadi ayat tersendiri 

11. Pasal 23 ayat 6 dan 7 disesuaikan Kembali 

12. Pasal 26 penghubungnya diganti menjadi atau 

13. Pasal 27 frasa perlindungan atau pelindungan? 

Sepakati pelindungan 

14. Pasal 31 ayat 4 huruf apakah dimungkinkan ada yang lebih dari sekali? 

Sepakti dilakukan satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan 

Pasal 31 ayat 8 dihapus 

15. Pasal 33 ayat 2 apakah secara berkala, triwulanan atau semesteran? 

Disepakti frasa diganti menjadi 1 kali dalam 1 tahun 

16. Pasal 37 konfirmasi dengan komdigi dan dipastikan 

 

 

                                                                                              Notulen 

 

 

 

Dinda Rian Octafianni 

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 
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